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ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan Pelayanan publik yang baik Sesuai dengan tuntutan masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan memiliki kepastian hukum hal ini merupakan tuntutan kepada penyelenggara perijinan di Provinsi Jawa Barat untuk Mengimplementasikan Kebijakan Perijinan Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (BPMPT).
Salah satu cara mengukur  kebijakan pelayanan publik berhasil tidaknya ditentukan oleh jasa pelayanan, sesuai tidak dengan yang diharapkan  oleh pengguna perijinan, dan faktor yang terpenting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan apabila tercapai tujuan dengan jelas, keterbukaan dan efisiensi durasi waktu, persyaratan dan masih belum optimalnya pelayanan perijinan apabila diwarnai dengan banyaknya keluhan masyarakat, adanya pengaduan baik langsung maupun melalui media surat kabar hal ini menunjukan pelaksanaan layanan perijinan di BPMPT Provinsi Jawa Barat belum optimal.
Metoda penelitian merupakan cara pendekatan pada masalah yang ada pada objek penelitian sehingga dapat menetapkan tata cara penelitian yang dilakukan secara tersusun dan sistimatik untuk mencapai tujuan penelitian yang dirumuskan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang hanya merupakan pendeskripsian apa yang diperoleh peneliti dilapangan disertai bukti-bukti untuk dianalisa yang kemudian dirangkum sehingga menjadi satu kesimpulan.
Organisasi pelayanan perijinan di Jawa Barat merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan regulasi perijinan satu pintu tentunya kordinasi antar sektor sangat penting tanpa itu tidak mungkin pelayanan menjadi mudah dan terpenuhinya tuntutan public sebagai pengguna ijin, inilah peneliti merasa perlu mengadakan penelitian secara holistik mengenai peningkatan layanan perijinan di BPMPT.  Berdasarkan uraian diatas peneliti mengolah hasil analisis data dan pembahasan implementasi kebijakan perijinan bidang kesehatan sehingga langkah perbaikan dapat disimpulkan ada 4 (empat) factor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan perijinan yakni faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan di BPMPT Provinsi Jawa Barat. 
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In order to realize the public service either keeping with the demands of the public expect fast service, precise, accurate and have legal certainty it is a case against the organizers of licensing in West Java Province for Implementing the Policy Licensing Health Sector towards Quality Services at the Investment Board and Integrated Licensing West Java (BPMPT).
One way of measuring public service policy success or failure is determined by the services in accordance not with that expected by the user license, and the most important factor to achieve successful implementation of policies on when to achieve the goals clearly, transparency and efficiency duration, requirements and still not optimal service licensing if tinged with a number of complaints, the complaints either directly or through the news media, this shows the implementation of the licensing service in BPMPT West Java province has not been optimal.
The research method is an approach to the problems that exist on the object of research so as to establish the procedure of the research conducted structured and systematic to achieve the research objectives formulated by the methods used in this research is descriptive analysis is a research method which is simply a description what is obtained by researchers in the field accompanied by evidence to be analyzed are then summarized thus becoming one conclusion.
















 Implementasi Kebijakan Pelayanan publik merupakan mekanisme  proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, hal tersebut menunjukan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan walopun perumusannya dilakukan dengan sempurna tetapi apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang baik akan menjadi buruk begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini dikemukakan oleh Wahab (1990:51) menyatakan bahwa pelaksanaan  kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, dimana pelayanan tersebut memiliki sasaran akhir yaitu keputusan bagi pihak yang dilayani, sehingga pada akhirnya keinginan, dan harapan masyarakat dapat terpenuhi
Dalam memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan layanannya. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun  dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pihak yang berperan sebagai pihak penyedia jasa pelayanan publik adalah pemerintah.
Penilaian kinerja pelayanan publik berdasarkan perspektif pemberi layanan dewasa ini tidak lagi menjadi alat ukur yang dominan, tetapi seiring dengan tuntutan good governance dan demokrasi maka penggunaan perspektif pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan publik sudah menjadi suatu keharusan sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintahan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. 
Pelaksanaan yang terjadi dalam penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jawa Barat belum mencapai target yang telah ditetapkann. Hal ini terlihat dari fenomena yang terjadi di atas, dimana masyarakat belum terpuaskan yang ditandai dengan banyaknya keluhan. Sebagimana pernyataan Sjahrir (1986:88) bahwa” dalam jasa-jasa publik, kesan umum yang di dapat bahwa efisiensi dan kepuasan konsumen dalam segala segi masih sangat perlu untuk diperbaiki, hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan.
Implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan (problem) yang bersifat umum, karena implementasi kebijakan berkaitan dengan kepentingan umum, maka kebijakan bersifat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.
Berkaitan dengan pelayanan perijinan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai tolak ukur seberapa jauh kualitas pelayanan yang merupakan pendorong setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sipat karakteristik yang bebeda atas pendapat masarakat yang memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik dengan membandingkan atara harapan dan kebutuhan. 
Salah satu terobosan strategia Provinsi Jawa Barat adalah pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk melayani perijinan, yang kini bernama Badan Penanaman Modal dan  Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pelayanan satu pintu kepada masyarakat dengan waktu tempuh perijinan, rata-rata 14 hari kerja. Langkah tersebut sungguh strategis, memenuhi tuntutan masayarakat karena akan membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi regional dengan pelayanan perijinan yang tepat, mudah, murah dan memiliki kapastian hukum.
Oleh karena itu dibutuhkan penelitian mengenai pelayanan bidang Kesehatan yang selama ini regulasi pelaksanaan perizinan di BPMPT, dengan tidak tercapainya durasi waktu yng telah ditetapkan, adanya komplen dan pengaduan masarakat pemohon izin baik secara langsung maupun lewat media masa hal ini ada kaitannya dengan kepuasan masyarakat pengguna izin, dengan hal tersebut pelayanan publik harus berpedoman ke Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 63 tahun 2003, tentang pelayanan publik.

B.	Landasan Teori
Demokratisasi pelayanan publik merupakan wujud nyata penyelenggaraan good governance dalam masyarakat. Karakteristik good governance mencitrakan pelaksanaan pelayanan publik yang ideal dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yakni, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, reponsif, demokratis, efektif efisien dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia.
Implementasi Perda Pelayanan Publik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Paradigma baru pelayanan prima memposisikan pelanggan / pasien sebagai keutamaan dalam memperoleh pelayanan dapat dirasakan dampaknya di kalangan pelanggan.
Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir
Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara.
Menurut para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan “publicadministration”, semata-mata hanya bersifat kelembagaan seperti halnya negara. Tetapi telah meluas dalam kriteria hubungan antara lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (public interest). Dengan demikian dalam konsep demokrasi modern, menurut pemahaman Islamy (2000:10) dikatakan sebagai berikut :
Kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itulah, maka kebijakan negara harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik.
Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Perlu ditekankan di sini bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh  keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.
Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur,dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno,2002: 102).
Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu  komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity) :
1.	Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.
2.	Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
3.	Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah -perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
Winarno (2002:102), memberikan batasan mengenai implementasi kebijakan bahwa “Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai alat administrasi yang merangkaikan keterkaitan antara aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan atau mencapai tujuan yang diinginkan”. Batasan-batasan tersebut memberikan dasar pemahaman bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal.
Kebijakan publik merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan (Problem) yang bersipat umum karena kebijakan berkaitan dengan kepentingan umum maka kebijakan harus memiliki kekuatan yang bersipat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

C.	Metoda Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab ini akan dipaparkan hal yang menyangkut lokasi penelitian, sumber data, teknis analisis data, metode penarikan kesimpulan hingga kerangka konsep dan kerangka berpikir teoritis. Pengetahuan tentang metoda penelitian suatu penulisan tesis salah satunya ditujukan agar dalam pelaporan hasil kegiatan penelitian nantinya mempunyai pedoman dalam hal penyajian sehingga memberikan gambaran terhadap pembaca mendapat gambaran mengenai alur yang disajikan untuk mengetahui Analisis Implementasi Kebijakan Perijinan Kesehatan Tehadap Kepuasan Masarakat di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur dan mendeskripsikan persepsi masyarakat akan pelayanan perijinan yang  telah diberikan BPMPT Provinsi Jawa Barat.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik yang ada bahwa peneliti secara langsung terlibat di lokasi penelitian melalui pengamatan peran serta (participant observation). Penggunaan pendekatan metode kualitatif menekankan kepada permasalahan mengenai apa adanya (das Sein) dengan kenyataan yang ada di lapangan (das sollen) melalui kata-kata lisan atau tertulis dari orang dan perilaku yang diamati.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan seorang peneliti sekaligus juga sebagai instrument penelitian yang akan memahami tentang karakteristik lapangan yang berintegrasi dengan kehidupan masyarakat yang diteliti. Dengan demikian tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan mengungkapkan makna dari setiap fenomena menurut persepsi masyarakat dan pemerintah,  dengan dukungan teoritik yang ada dibangun kerangka pikir, dan hipotesis kerja.
Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari pejabat Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan masyarakat yang behubungan dengan program pelayanan publik di bidang kesehatan. Data sekunder bersumber dari artikel, studi literature, dokumen dan foto, data statistik, arsip baik dari pihak pemerintah maupun  masyarakat serta publikasi  media  massa.

D.	Hasil Penelitian
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Tachyan, 2008:19). Kebijakan publik menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992:18-19) dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato pejabat teras pemerintah atau dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang yang dilakukan pemerintah. 
Ditinjau dari konteks kebijakan, penerapan pola pelayanan perizinan satu pintu oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan itu sendiri. Hal mana secara jelas disebutkan dalam tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu pada Pasal 6 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yakni: 
a.	mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
b.	memberikan informasi kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mengatur perihal kelembagaan perizinan. Lembaga yang menjadi pelaksana pelayanan perizinan terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. BPMPT menerima pendelegasian dari Gubernur atas wewenang penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah provinsi Jawa Barat. Fungsi BPMPT berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.




1.	Deskripsi Implementasi Kebijakan Perizinan Bidang Kesehatan Ditinjau Dari Model Edward III
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan perizinan Bidang Kesehatan di BPMPT Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana teori yang dikemukakan oleh George C Edwards III. Menurut Edwards, ada empat faktor yang yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
a.	Deskripsi Dimensi Komunikasi
Komunikasi kebijakan perizinan bidang kesehatan merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.  
Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan perizinan bidang kesehatan, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal

b.	Deskripsi Dimensi Sumber Daya
Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya untuk melaksanakannya. Dalam penelitian ini indikator terkait sumberdaya manusia yang diangkat adalah :
1.	jumlah, kemampuan dan motivasi dari personil pelayanan  
2.	sarana prasarana pelayanan perizinan
Untuk indikator jumlah, kemampuan dan motivasi personil layanan, hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan pengguna layanan perizinan kesehatan menyatakan bahwa jumlah personil pelayanan dirasakan kurang, sedangkan kemampuan dan motivasinya dinilai cukup
Kondisi jumlah, kemampuan dan motivasi petugas pelayanan yang dikeluhkan oleh pengguna layanan perizinan kesehatan sebagaimana terurai di atas ternyata dirasakan dan diakui pula oleh para pengambil dan pelaksana kebijakan

c.	Deskripsi Dimensi Disposisi
Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.  
Indikator dan hasil penelitian di lapangan terkait disposisi yang dikembangkan dalam penelitian ini.antara lain:
-	Berbagai Standar Pelayanan, Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan khususnya di bidang kesehatan diapresiasi cukup baik oleh pengguna layanan dan dinilai sangat membantu dalam peningkatan pelayanan perizinan.
-	Hasil penelitian mendapatkan fakta di BPMPT Provinsi Jawa Barat, belum dilakukan/ dijalankan pemberian insentif. Menurut Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat, persoalan insentif masih diusulkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat kebijakan mengenai insentif sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
-	Keberadaan Standar Pelayanan dan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan yang jelas dan tegas sangat membantu mengeleminir terjadinya perbedaan sikap antara aparat pelaksana kebijakan dan aparat pengambil kebijakan
-	Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan bidang kesehatan dirasakan semakin mengutamakan sikap melayani demi kepuasan yang dilayani. Hal mana sesuai dengan motto BPMPT Provinsi Jawa Barat yakni : PANTAS (Profesional, Akuntabel, Normatif, Transparan, Andal & Santun)

d.	Deskripsi Dimensi Struktur Birokrasi
Struktur Organisasi pada BPMPT Provinsi Jawa Barat menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Badan sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Badan.
Sedangkan mengenai keterlibatan, koordinasi dan tanggungjawab berbagai instansi, semua informan menyampaikan bahwa apa yang telah menjadi kebijakan pelayanan perizinan satu pintu dalam bentuk Perda, Pergub maupun Kepgub dilaksanakan dengan konsisten. Organisasi pelaksana perizinan terpadu yakni Badan, Tim Teknis, dan Perangkat Daerah sudah ditentukan peran, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), serta tata hubungan kerja dalam kebijakan pelayanan perizinan satu pintu yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Artinya siapa mengerjakan apa bertanggung jawab pada siapa sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik dalam pelayanan perizinan satu pintu yang dikelola oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat.

F.	Kualitas Layanan Perizinan Bidang Kesehatan di BPMPT Provinsi Jawa Barat 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan perizinan bidang kesehatan adalah sebagai berikut :
1.	kejelasan petugas pelayanan melayani pemohon perizinan ;
Kejelasan petugas layanan yang melayani kami, dirasakan masih seperti pada saat tahun lalu, pengurusan pertama permohonan ijin dan permohonan yang kedua dilayani seperti yang pertama perubahan ada, sedikit sekali
2.	kedisiplinan dan tanggung jawab petugas pelayanan melaksanakan pelayanan perizinan ;
pengguna layanan perizinan menyatakan hal yang seragam yakni cukup disiplin dan tanggung jawab. Namun dikarenakan jumlah personil yang terbatas, verifikasi dokumen perizinan harus berhenti pada saat waktu istirahat. Hal ini dirasakan cukup menyita waktu bagi pengguna layanan karena harus menunggu. Jika personil jumlahnya cukup banyak, waktu  istirahat dapat dimanfaatkan personil secara bergiliran. Artinya yang satu istirahat sementara yang lain dapat lanjut melakukan proses pelayanan perizinan seperti verifikasi dokumen
3.	kemampuan petugas memberikan layanan perizinan ;
Kemampuan petugas dalam memberikan layanan perizinan dinilai positif oleh pengguna layanan. Namun karena jumlah personil yang terbatas, rotasi personil dari bidang perizinan satu ke bidang perizinan lain dirasakan agak mengganggu karena belum tentu personil yang terampil dalam satu bidang perizinan bisa dengan cepat terampil pada bidang perizinan yang lain.
4.	kecepatan, keadilan dan kesopanan dalam melayani  perizinan ;
Untuk soal kecepatan, keadilan dan kesopanan dalam melayani  perizinan informan yang menggunakan layanan memberikan penilaian ada peningkatan dari tahun ke tahun.
5.	Kenyamanan
ukuran kecepatan layanan atau relatif berdasarkan penggunaan perijinan jika persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi maka proses akan cepat tetapi jika tidak akan sebaliknya
Hanya saja ada beberapa fasilitas sarana yang harus ditingkatkan seperti ketersediaan lahan parkir yang kurang memadai serta luas ruangan konsultasi dan ruang tunggu yang dirasa masih sempit.

G.	Kesimpulan
1.	Implementasi kebijakan pelayanan perizinan bidang kesehatan di BPMPT Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh 4 (empat) yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Yang masih menjadi kendala terkait faktor komunikasi adalah faktor eksternal yakni komunikasi antara pihak BPMPT Provinsi Jawa Barat dengan pengguna layanan perizinan, khususnya soal kejelasan (clarity). Hal mana terjadi bagi pengguna layanan perizinan yang :
a.	Berasal dari luar kota Bandung dan tidak dapat menggunakan/memanfaatkan perangkat IT (menggunakan internet dan mengakses situs BPMPT Provinsi Jawa Barat); 
b.	Pengguna layanan perizinan tertentu
2.	Ditinjau dari faktor sumber daya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.	jumlah personil pelayanan dirasakan kurang, sedangkan kemampuan dan motivasinya dinilai cukup
b.	perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya
3.	Dari faktor disposisi, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
a.	Sikap aparat penyelenggara pemerintahan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan bidang kesehatan di BPMPT dipandang oleh pengguna layanan perizinan bidang kesehatan cukup baik dan ada peningkatan  
b.	Belum dilakukan/ dijalankan pemberian insentif di BPMPT Provinsi Jawa Barat khususnya bagi para pegawai yang secara teknis mengurus/ melayani perizinan
c.	Sikap aparat pelaksana kebijakan dan aparat pengambil kebijakan dinilai oleh informan yang menggunakan layanan perizinan tidak ada perbedaan
d.	Adanya perubahan sikap/ perilaku penyelenggara pelayanan perizinan bidang kesehatan yang cukup baik dan terus meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan bidang kesehatan dirasakan semakin mengutamakan sikap melayani demi kepuasan yang dilayani
4.	Dari faktor struktur birokrasi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.	Koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait pelaksanaan perizinan sudah dilakukan secara rutin, sehingga ego sektoral dapat dieliminir
b.	Standar Operating Procedure (SOP) yang dibuat dan diberlakukan sangat membantu bagi pengintegrasian tiap sektor dalam rangka pelayanan perizinan.
Keempat faktor sebagaimana terurai di atas mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan bidang kesehatan yang dilakukan BPMPT Provinsi Jawa Barat. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat mempengaruhi dan kesemuanya terkait faktor Sumber Daya . Pertama adalah soal ketersediaan jumlah personil layanan perizinan yang dinilai pengguna layanan masih kurang memadai dibandingkan dengan jumlah permohonan perizinan yang diurus. Kedua, kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan perizinan di BPMPT Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih perlu perbaikan.
Strategi yang paling dominan dilakukan di BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam implementasi kebijakan perizinan (semua perizinan, termasuk bidang kesehatan) adalah :
a.	strategi perbaikan bidang komunikasi. Strategi perbaikan bidang komunikasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan infrastruktur IT dalam bentuk situs pelayanan perizinan yang terintegrasi. Situs pelayanan perizinan yang dimiliki BPMPT Provinsi Jawa Barat adalah http://bpmpt.jabarprov.go.id (​http:​/​​/​bpmpt.jabarprov.go.id​)
b.	strategi perbaikan bidang disposisi. Strategi perbaikan bidang disposisi yang dilakukan adalah dengan menyusun, menerapkan dan merevisi Standar Operating Procedure (SOP)  perizinan.

H.	Saran
Dari kesimpulan sebagaimana terurai di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :
1.	Segera dilakukan penambahan jumlah pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat khususnya yang secara teknis melayani perizinan. Penambahan jumlah pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan kajian analisa jabatan (anjab) terlebih dahulu, sehingga jumlah ideal pegawai akan dapat tergambar terlebih dahulu
2.	Penambahan pegawai harus diiringi juga dengan pemberian insentif yang memadai bagi pegawai guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai yang bersangkutan. Tentu saja pemberian insentif ini harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat 
3.	Strategi perbaikan implementasi kebijakan perizinan khususnya di bidang kesehatan harus berimbang. Artinya semua faktor terkait dengan dengan implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud oleh George C Edwards III harus diperhatikan dan diperbaiki secara simultan.
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